
 
 

 
 

 
BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR  29  TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 81 TAHUN 2017 

TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, 

Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

Penerima Pensiun Dan Tunjangan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas 

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan pada 

intinya disebutkan bahwa pemberian Gaji Ketiga Belas 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan  

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan 

atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja; 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian 

Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Negara, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan pada 

intinya disebutkan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan meliputi 



gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum dan tunjangan kinerja; 

c. bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 

903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 perihal Pemberian 

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang 

bersumber dari APBD disebutkan bahwa komponen 

penghitungan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 

Belas bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi gaji pokok, 

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan 

umum, dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Daerah/tunjangan kinerja; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu meninjau 

kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Semarang; 

  e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan  Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Semarang; 

 

Mengingat :  1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;   

2. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 

Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 

Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Salatiga  dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3500); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas 

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, Penerima Pensiun Dan Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, 

Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, 



Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima 

Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6207); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 

2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima 

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6208); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 

14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 13); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20); 

19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 

Nomor 81); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 
Menetapkan     : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 81 TAHUN 2017 
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG. 



Pasal I 

 
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2017 Nomor 81), diubah sebagai berikut : 
  

Ketentuan dalam Pasal 12 ditambahkan 2 ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 12 
 

(1) Pembayaran TPP diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

 
(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan 

sejak bulan Januari.  

 
(2a)  Selain pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat 

diberikan TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP Gaji Ketiga Belas sebagai 
komponen penghitungan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 

Belas. 
 
(2b)  Terhadap Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tidak 

perlu dilakukan penilaian prestasi kerja PNS. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 
 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal  31-05-2018 

 
 BUPATI SEMARANG, 

 

              ttd 
 

 
               MUNDJIRIN      

 
Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal  31-05-2018 

 
  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 
 

       
                 ttd 
 

  GUNAWAN WIBISONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN  2018 NOMOR 29 



     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

             Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

 
 

 

 
 

WENNY MAYA KARTIKA 

          Pembina Tingkat I (IV/b) 
      NIP. 19690113 199303 2 005 

 
 


